SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Menetapkan

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini yang dimaksud
dengan:

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang mempin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

S. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Jawa
tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan

7. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari
entitas pelaporan lain

9. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan
pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan
lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
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pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah
Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi
Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfat
lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya
disingkat KDH/WKDH adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB
adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan
kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik
kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak
atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena
jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan
bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.

Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah
Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
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Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah/unit satuan kerja perangkat daerah pada
satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2
APBD terdiri atas :
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;dan
c. Pembiayaan Daerah.
Pasal 3

APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 berjumlah
Rp. 24.848.826.112.000,00 (Dua Puluh Empat Triliun Delapan Ratus
Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta
Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp. 24.486.526.112.000,00
b. Belanja Daerah Rp. 24.848.826.112.000,00
Defisit Rp. (362.300.000.000,00)
C. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 432.300.000.000,00
2. Pengeluaran Rp. '70.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 362.300.000.000,00
SiLPA Tahun Rp. 0,00
Berkenaan
Pasal 4
Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar

Rp. 24.486.526.112.000,00 (Dua Puluh Empat Triliun Empat Ratus
Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus

Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari

a. Pendapatan Asli Daerah;



b. Pendapatan Transfer; dan

C.
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Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 4 huruf a  direncanakan sebesar
Rp. 15.542.692.866.000,00 (Lima Belas Triliun Lima Ratus
Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta
Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri
dari:

a. Pajak Daerah yang direncanakan sebesar
Rp. 12.650.725.636.000,00 (Dua Belas Triliun Enam Ratus
Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam
Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

b. Retribusi Daerah yang direncanakan sebesar
Rp. 1.807.585.183.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus
Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
direncanakan sebesar Rp. 707.349.144.000,00 (Tujuh Ratus
Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus
Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direncanakan
sebesar Rp. 377.032.903.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh
Tujuh Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu
Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal S5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 12.650.725.636.000,00 (Dua Belas Triliun Enam Ratus
Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus
Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. PKB yang direncanakan sebesar Rp. 4.353.358.423.000,00
(Empat Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus
Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu
Rupiah);

b. Dan seterusnya sesuai level objek pada Pajak Daerah.

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 1.807.585.183.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh
Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum yang direncanakan sebesar
Rp. 1.705.538.935.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima
Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus
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Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
b. Dan seterusnya sesuai level objek pada Retribusi Daerah

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada Pasal S5 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp. 707.349.144.000,00 (Twjuh Ratus
Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus
Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah/
Dividen atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik
Negara yang direncanakan sebesar Rp. 1.256.000.000,00
(Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah);

b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah/
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD yang
direncanakan sebesar Rp. 706.093.144.000,00 (Tujuh Ratus
Enam Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh
Empat Ribu Rupiah).

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 377.032.903.000,00 (Tiga Ratus
Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus
Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang
direncanakan sebesar Rp. 565.500.000,00 (Lima Ratus
Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

b. Dan seterusnya sesuai level objek pada Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 8.920.356.746.000,00 (Delapan Triliun Sembilan Ratus Dua
Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus
Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), yaitu Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat.

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp. 8.920.356.746.000,00 (Delapan Triliun Sembilan Ratus Dua
Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus
Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 8

Anggaran  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan
sebesar Rp. 23.476.500.000,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat
Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yaitu
Pendapatan Hibah.

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) direncanakan sebesar Rp. 23.476.500.000,00,00 (Dua Puluh



Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar
Rp. 24.848.826.112.000,00 (Dua Puluh Empat Triliun Delapan Ratus
Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta
Seratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.

oo

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

Belanja Operasi;

Belanja Modal,

Belanja Tidak Terduga; dan
Belanja Transfer.

Pasal 10

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.100.551.735.000,00
(Enam Belas Triliun Seratus Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu
Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri
atas:

Belanja Pegawai;

Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

e. Belanja Bantuan Sosial.

oo op

Belanja Pegawai direncanakan sebesar
Rp. 7.719.320.885.000,00 (Tujuh Triliun Tujuh Ratus Sembilan
Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Rupiah);

Belanja  Barang dan  Jasa  direncanakan sebesar
Rp. 5.889.922.014.000,00 (Lima Triliun Delapan Ratus Delapan
Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta
Empat Belas Ribu Rupiah);

Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp. 9.274.000.000,00
(Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah);

Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 2.449.434.836.000,00
(Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat
Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam
Ribu Rupiah);

Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar
Rp. 32.600.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Juta
Rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) yang direncanakan sebesar
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Rp. 7.719.320.885.000,00 (Tujuh Triliun Twuh Ratus Sembilan
Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Tambahan  Penghasilan Berdasarkan  Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH;

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/

WKDH;

g. Belanja Pegawai BLUD.

=

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar
Rp. 3.939.455.502.000,00 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Tiga
Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima
Ratus Dua Ribu Rupiah);

Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Pegawai

Pasal 12

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) yang direncanakan sebesar
Rp. 5.889.922.014.000,00 (Lima Triliun Delapan Ratus Delapan
Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta
Empat Belas Ribu Rupiah), terdiri atas:

Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

Belanja Perjalanan Dinas;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

f. Belanja Barang dan Jasa BOS

g. Belanja Barang dan Jasa BOSP

h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja barang direncanakan sebesar Rp. 733.890.023.000,00
(Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan
Puluh Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

P T

Dan seterusnya sesuai level objek pada Barang dan Jasa.

Pasal 13

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal
10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 9.274.000.000,00
(Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah),
terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada BUMN;

b. Belanja Subsidi kepada BUMD.

Belanja Subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar
Rp. 1.008.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Juta Rupiah).
Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar
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Rp. 8.266.000.000,00 (Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh
Enam Juta Rupiah).

Pasal 14

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) yang
direncanakan sebesar Rp. 2.449.434.836.000,00 (Dua Triliun
Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tiga
Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu
Rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum;

c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar
Rp. 367.845.331.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar
Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Satu Ribu Rupiah).

Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Hibah

Pasal 15

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 10 ayat (6) direncanakan = sebesar
Rp. 32.600.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Juta

Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar
Rp. 32.600.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Juta
Rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.449.835.221.000,00 (Satu
Triliun Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus
Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah),
yang terdiri atas:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

Belanja Modal Aset Lainnya.

mo a0 o

Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar
Rp. 8.800.000.000,00 (Delapan Miliar Delapan Ratus Juta
Rupiah);

Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar
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Rp. 891.110.583.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu
Miliar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga
Ribu Rupiah);

Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar
Rp. 316.499.423.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Miliar Empat
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh
Tiga Ribu Rupiah);

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan
sebesar Rp. 160.227.665.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar
Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima
Ribu Rupiah);

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar
Rp. 71.685.550.000,00 (Twjuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan  sebesar
Rp. 1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta
Rupiah).

Pasal 17

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 16 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 8.800.000.000,00
(Delapan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanabh;
b. Belanja Modal Tanah BLUD.

Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar
Rp. 5.300.000.000,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);

Belanja Modal Tanah BLUD direncanakan  sebesar
Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 18

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp. 891.110.583.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu
Miliar Seratus Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga
Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Modal Alat Besar;

Belanja Modal Alat Angkutan;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Pertanian;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

Belanja Modal Alat Laboratorium;

Belanja Modal Komputer;

Belanja Modal Alat Eksplorasi;

Belanja Modal Alat Pengeboran;

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
Belanja Modal Alat Peraga;

Belanja Modal Rambu-Rambu;

Belanja Modal Peralatan Olahraga;

OB FrRFTEER ™0 Q0T
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;

q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan

r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar
Rp. 10.821.331.000,00 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua
Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal
Peralatan dan Mesin

Pasal 19

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) direncanakan sebesar
Rp. 316.499.423.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Miliar Empat
Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh
Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

b. Belanja Modal Bangunan Menara;

c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti;

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar
Rp. 154.183.217.000,00 (Seratus Lima Puluh Empat Miliar
Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu
Rupiah);

Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

Pasal 20

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (5) direncanakan
sebesar Rp. 160.227.665.000,00 (Seratus Enam Puluh Miliar
Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima
Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan Dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Instalasi;

d. Belanja Modal Jaringan;

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar
Rp. 54.410.312.000,00 (Lima Puluh Empat Miliar Empat Ratus
Sepuluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Rupiah);

Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Jalan,
Jaringan dan Irigasi.

Pasal 21

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 ayat (6) direncanakan sebesar
Rp. 71.685.550.000,00 (Twjuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Belanja Modal Tanaman;

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud,;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar
Rp. 599.100.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Seratus Ribu Rupiah).

o0 o

Dan seterusnya sesuai level objek pada Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya.

Pasal 22

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud
pada  Pasal 16 ayat (7) direncanakan sebesar
Rp. 1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta
Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak
Berwujud.

Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwujud
direncanakan sebesar Rp. 1.512.000.000,00 (Satu Miliar Lima
Ratus Dua Belas Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset
Lainnya- Aset Tidak Berwujud.

Pasal 23

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), yang
terdiri atas belanja tidak terduga;

Anggaran Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar
Rp. 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.273.439.156.000,00
(Tujuh Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus
Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar
Rp. 4.196.561.232.000,00 (Empat Triliun Seratus Sembilan
Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua
Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar
Rp. 3.076.877.924.000,00 (Tiga Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar
Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua
Puluh Empat Ribu Rupiah).
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

Pasal 25

Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada
Pasal 24 ayat (2) direncanakan sebesar
Rp. 4.196.561.232.000,00 (Empat Triliun Seratus Sembilan
Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus
Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), merupakan Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan
Desa.

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/ Kota dan Desa direncanakan  sebesar
Rp. 4.196.561.232.000,00 (Empat Triliun Seratus Sembilan
Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus
Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24 ayat (3) direncanakan sebesar
Rp. 3.076.877.924.000,00 (Tiga Triliun Tujuh Puluh Enam Miliar
Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua
Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/
Kota.

b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten /Kota Kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/
Kota direncanakan sebesar Rp. 1.137.364.975.000,00 (Satu
Triliun Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh
Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh LIma Ribu Rupiah).

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten
/Kota Kepada Desa direncanakan sebesar
Rp. 1.939.512.949.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga
Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Sembilan
Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp. 362.300.000.000,00 (Tiga Ratus
Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terdiri
atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 27 huruf a  direncanakan  sebesar
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Rp. 432.300.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar
Tiga Ratus Juta Rupiah), yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar
Rp. 432.300.000.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar
Tiga Ratus Juta Rupiah). yang terdiri atas:

a. Pelampauan Penerimaan PAD;

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;

c. Penghematan Belanja;

d. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.

Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00
(Lima Puluh Miliar Rupiah).

Dan seterusnya sesuai level objek pada Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 29

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 27 huruf b  direncanakan  sebesar
Rp. 70.000.000.000,00 (Twjuh Puluh Miliar Rupiah), yaitu
Penyertaan modal daerah;

Anggaran Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar
Rp. 70.000.000.000,00 (Twjuh Puluh Miliar Rupiah) yaitu untuk
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 30

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran
belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar
Rp. 362.300.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar
Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan
sebesar Rp. 362.300.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua
Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

a.

b.

Lampiran I :  Ringkasan Penjabaran APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Dan Sub
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan.

Lampiran II :  Penjabaran APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
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n.

O.

Lampiran III A

Lampiran III B

Lampiran IV A

Lampiran IV B

Lampiran V A

Lampiran V B

Lampiran VI A

Lampiran VI B

Lampiran VI C

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

15

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Hibah Uang.
Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran  Hibah
Barang.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Sosial Uang.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Sosial Barang.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Kabupaten.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Kota.

Daftar Nama penerima, Alamat
Penerima dan Besaran Belanja Bagi
Hasil Desa.

Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut  Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek,Rincian Objek dan Sub
Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan.

Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam atau Tambahan DBH- Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek,Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek

Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.
Rincian Dana Tambahan

Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah



Provinsi pada Daerah Perbatasan
dalam Perda tentang APBD dan
Perkada Tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

p. Lampiran XI :  Rekapitulasi dan Sinkronisasi
Perkada Penjabaran APBD yang
disajikan berdasarkan sumber dana.

q- Lampiran XII :  Formulir Komitmen  Pemerintah
Daerah menganggarkan Barang dan
Jasa serta Belanja Modal berupa
Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 33
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 34
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

FATE e

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003
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